BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul dari kemiskinan bersifat menyebar (multiplayer effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.
Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang lazim terjadi di berbagai dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan tersebar di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara berupaya untuk mengatur dan mengurus negara dan masyarakatnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh raykat Indonesia.
Dilihat dari jumlah angka kemiskinan khussusnya di Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data yang di rilis oleh BPS berdasarkan Survei Ekonomi Nasional pada September 2021 dengan jumlah penduduk miskin 4.004.860 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 4.070.980 ribu jiwa pada Maret 2022. Salah satu kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin menurut BPS pada September 2021 dengan presentase penduduk miskin sebesar 7,97%, lalu meningkat pada Maret 2022 dengan presentase penduduk miskin sebesar 8,06%. Hal ini dikarenakan kepala rumah tangga di Kabupaten Kuningan sebagian besar masih berpendidikan rendah dan mayoritas bekerja di sektor pertanian.
Namun kenyataannya dilihat dari lapangan belum sesuai karena banyak sekali masyarakat yang hidup dalam keadaan kekurangan dan kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehingga meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.
Mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi pemerintah mengupayakan dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program bantuan sosial seperti JAMKESMAS, RASKIN, dan PKH mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), profram-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa “perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangangi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.
Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program kesejahteraan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada tahun 2007 Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk strategi yang paling utama dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:
1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Pasal 3 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program fakir miskin, memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia no sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anaka SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat komponen penambahan kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun (enam puluh tahun), dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Namun pada awal 2021 penambahan komponen untuk komponen lanjut usia dan disabilitas telah di tarik kembali oleh Kementrian Sosial dan tidak lagi menajdi bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Di tinjau dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mengatasi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia, agar seluruh masyarakat mendapatkan haknya untuk hidup dengan baik.
Menurut pengamatan penulis sementara, menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kuningan khususnya di Desa Cilimus, antara lain:
1. Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan terus meningkatnya kemiskinan di Desa Cilimus.
2. Data penduduk kemiskinan yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bukanlah data yang tepat sebagai prasyarat penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
[bookmark: _Hlk118434624]Setelah di lihat dari latar belakang diatas, maka penulis teretarik dan ingin mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengadakan penelitian yang berjudul: “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan (Studi Kasus di Desa Cilimus)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian adalah “belum optimalnya Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan (Studi Kasus di Desa Cilimus)”.
Pertanyaan-pertanyaan masalah :
1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
2. Faktor hambatan apa yang di hadapi dalam mewujudkan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1  Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian merupakan rumusan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Oleh karena penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
1.3.2  Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teroritis maupun praktis, secara lebih rinci yaitu sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
· Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan Administrasi Publik, khususnya kajian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
· Untuk menambah dan memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Publik.
2. Kegunaan Praktis
· Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan agar lebih optimal dalam efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
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· Meningkatkan ilmu, pengetahuan wawasan dan juga informasi mengenai hal yang ingin diteliti serta kesempatan bagi peneliti untuk bisa mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Dan juga dapat mengasah kemampuan berfikir secara logis dan kritis bagi penulis dalam penyusunan proposal skripsi.
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